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PENYEBUTAN DESA, KEPALA DESA,
BADAN PERWAKILAN RAKYAT DESA DAN PERANGKAT DESA
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BUPATI MUARA ENIM,

hahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 avat (1) Keputusan Mentern
Malam Negeri Womar 63 Tahun 1999, scbutan untuk Desa, Kepala
Desa, Badan Perwakilan Desa dan Peranghat Desa  dapa
disesugikan dengan kondist sosigl budava dan adat istiadal
masyarakal selempatl:

hahwa penvesuaian penstifahan sebaganmana dimaksud huraf a,
perlu diatur dan dietapkan dengan Reputusan Bupet Muara
Emm;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 195% jentang Pembentukan
Dweral Tigkat 11 dan kotapraga i Sumatera Selagan { Lembaran
INepam E&Epuhhk indonesia Tahun 195% Nomor 73, Tambahan
Lembaran Megara Momaer 1821,

Undung-undang Momeor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintaban
Uaerah (Lembaran Megara Republik  Indonesia [ahun 1994
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38390,

Peraturan Pemerintah Momos 25 Tahun 2000 temang kewenangan
Pemerintah dan FKewenanpan Propinsi Sebagm Daerab Otonoms (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Mamor 24
Tambahan Lembaran Mepara Nomor 395210

Keputusan Presiden Momor 44 Tabum 1999 tentang Teknik
Penvusunan Peraturan Perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden:

Peraturan Menten Datam Megen Nomor 4 Tabon 1999 tentany
Pencabutan  Beberapa  Peraturan Menteri  Dalam  Megeri,
Kepuusan Menteri Dalam Negeri dan Instrukst Menetri Dalam
Neperi sehagal pelaksanaan Undang-undang Nomar 3 Tahun 1979
remang Pemenmahan Desa:

H..LFILE[[ldeI Mentenn Dalam Mepen Nomaor A2 Tahun 1999 wntang
Petunjuk  Pelaksanuan  dan Penyusunan  Peristilahan  Dalam
Pemvelengparaan Pemenntahan Desa dan Kelurahan



7 Kepumusan Menten Dalam Negen Nomor 65 Tahun 1999 1entang
Pedoman Umum Pengamuran Mengenai Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan REPUTUSAN BUPATI TENTANCG PENYEBUTAN DESA,
KEPALA DESA, BADAN PERWAKILAN RAKY AT DESA DAN
PERAMOGEAT IESA

Pasul |
Daltam Keputusan int vang dimaksud dengan

I, Dresa dan Kepala Desa adalah Desa dan Kepala Desa sebagaimans dimaksud dalam
Undang-undang Montor 22 Tahun [99% tentang Pemenmtahan Daerah,

2. Badan Perwakilan Rakyal Desa yang selanjuinya disebut BPED adalah Badan
Perwakilan Rakvat Desa vang terdin ates pemuka-pemuka masvarakat vang ada di
Diesa vang berfungs: mengayomi adat istizdat. membuat Peraturan Desa, menampung
dan menvalurkan  aspiras masyarakar semz melakukan  pengawasan  lerhadap
penyelenggaraan pemerintahan Diesa.

3. Perangkat Desa adalah bagan Pemerintah Dess vang terdin dan unsur stad, unsur
pelaksana dan unsur wilavah yang jumiah dan sebutannya sesuai kebutuban dan
kondist sosal budava masvarakat setempa.

Pasal 2

11 Penvebutan Desa. Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkar [esa dalam
Kabupaten Muara Enim adalah sehagai henkut :
3. desa discbut Desa:
b kepala Desa disebut Kepala Desa:
¢ hadan Perwekilan Desa disebut Badan Perwakilan Rakyat Desa,
d  perangkat Desa disebuat Perangkat Desa

12 [resa dapat dibag kedalam beberapa wilavah bagian yang discbut Dusun

Pasal 3

Perangkat Desp vang berlugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan
kewalibannva terdin darn ¢

g, unrsur stab vato unsur pelavanan, vang disebut Sckretans Dess dan atau Tala Usaba
b unsur pelaksana vaitu unsur Pelaksana Teknis lapangan. vang discbut Kepala Urosan.
¢ unsur Wilavah wvaitu unsur pembantu Kepala Desa & wilavah  bhaglan Desa, vang

disebur Kepaka Dwasun



Pasal 4
Keputusan ini mular berlaku pada tanggal diundanghan

Apar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupat mi
denpan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan  di Muara Enim
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BUPATI, MUARA ENIM,

AHMAD SOFIAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
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